







MODEL PELAYANAN PERIZINAN USAHA  
DALAM PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN BOYOLALI 
 
Abstrak 
Setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia, setelah dikeluarkannya Undang Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah 
dan tugas pembantuan dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini menyebabkan, masing-
masing pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang berbeda-beda dalam 
mengatur hal tertentu sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah, termasuk 
kebijakan mengenai pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan merupakan salah satu 
hal yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan 
pelaksanaan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien akan dapat meningkatkan 
minat pelaku investasi untuk menanamkan modal usahanya pada suatu daerah. 
Pelaksanaan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di daerah Kabupaten 
Boyolali dilaksanakan dengan pola pelayanan perizinan terpadu satu atap dan 
pelaksanaannya di lakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Dengan pola pelayanan satu atap, diharapkan 
dapat mempersingkat waktu pemberian izin usaha dan dapat menekan biaya yang 
dikeluarkan oleh pemohon izin, sehingga akan mempermudah pemohon dalam 
mengajukan proses permohonan izin. BPMP2T telah mengembangkan pelayanan 
perizinan secara online, dengan tujuan agar pemohon izin juga dapat berperan aktif 
dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Dengan adanya kemudahan yang telah 
diberikan, diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku investasi untuk menanamkan 
modal di Kabupaten Boyolali dan dapat meningkatkan nilai Investasi di bidang usaha 
di daerah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
Kata Kunci: Pelayanan perizinan, pelayanan satu atap, peningkatan investasi 
 
Abstract 
Law Number 32 Year 2004 regarding Local Government provide an authority to the 
local government to organize and manage its own governmental affairs according to 
the principle of regional autonomy and functional assignment with certain restrictions. 
Therefore, each local government have authority to enact different policy in regulating 
a certain issue in accordance with the needs of each region, including the     policies on 
licensing services. Licensing services is one of the most important aspect in increasing 
own-    source revenue. The implementation of effective and efficient licensing 
services is expected to increase the interest of investor to invest their capital in the 
region. The implementation of the licensing services policy   in Boyolali has been 




(BPMP2T) Boyolali. Boyolali implementing a one-stop service method as 
implementation of licensing     service policy, it is expected to shorten the time of 
granting business license and can reduce the cost incurred by the applicant permit, so 
that will facilitate the applicant in filing the permit application process. BPMP2T has 
been developing online licensing services, with the aim that the applicants can also 
have an active role in the implementation of licensing services. The ease that has been 
given, is expected to increase the interest of investors to invest in Boyolali district, thus 
can increase the number and value of business investment in the district Boyolali to 
increase the own-source revenue. 
Keywords: Licensing services, one stop service, increased investment 
 
1. PENDAHULUAN 
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah pembenahan dalam rangka 
meningkatkan investasi dan pengembangan usaha, salah satu langkah yang diambil adalah 
dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dimana dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut, secara otomatis memberikan 
kewenangan bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
batasan-batasan tertentu. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah mengatur mengenai 
perekonomian daerah masing-masing. Sehingga kebijakan satu daerah dengan daerah lainnya 
dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.  
Untuk dapat memulai suatu kegiatan ekonomi, dibutuhkan izin. Perizinan merupakan salah 
satu kewenangan dari pemerintah daerah. Maka kebijakan pelayanan perizinan akan dapat 
berbeda pada satu daerah dengan daerah yang lain. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang 
efektif dan efisien akan dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi. Maka setiap 
daerah perlu melakukan pembenahan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan agar dapat 
meningkatkan investasi demi meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di daerahnya. 
Melihat pentingnya pengaruh pelayanan perizinan dalam peningkatan investasi, maka 




dengan peranannya dalam peningkatan investasi di suatu daerah tertentu. Dalam hal ini, 
penulis melaksanakan kajiannya pada daerah Kabupaten Boyolali. 
2. METODE 
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni 
sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan 
mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam 
suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah 
penelitian. 
2.1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan konsep hukum yang keempat, yaitu hukum dikonsepkan sebagai 
pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Oleh 
karena itu, hukum di sini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai regularitas yang 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan 
interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.  
“Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam 
pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau 
mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai 
penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Tipe kajian ini 
adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak 
mengajarkan suatu doktrin. Maka metodenya disebut sebagai metode non doktrinal” (Burhan 
Ashofa, 2004). 
2.2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dalam penelitian 




a. implementasi peraturan yang mengatur mengenai pelayanan publik, khususnya dalam 
hal tatacara perolehan izin usaha;  
b. penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha di daerah Kabupaten Boyolali;  
c. peranan model pelayanan perizinan usaha yang telah ada dalam peningkatan investasi;  
d. model pelayanan perizinan usaha yang dapat digunakan untuk menunjang peningkatan 
investasi. 
2.3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali. Posisi geografis 
wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal 
pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang 
(Joglosemar). Pemerintah Boyolali berusaha menciptakan Kabupaten Boyolali yang pro akan 
investasi. Diharapkan Kabupaten Boyolali yang pro akan investasi dapat menarik investor 
baru baik dari dalam maupun luar daerah. Dalam pelaksanaannya investasi di boyolali 
dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) 
yang berdiri sejak tahun 2011. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Boyolali dalam 
menciptakan Boyolali yang Pro-Investasi. Pada tahun 2014 Pemerintah Boyolali telah 
menyederhanakan perizinan investasi baru. Selain itu, Pemerintah Boyolali juga menyediakan 
sistem perizinan berbasis online sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah calon 
investor dalam mengurus perizinan investasi di Boyolali. 
2.4. Jenis Dan Sumber Data 
2.4.1. Jenis Data 
a. Jenis Data Primer adalah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subyek 
penelitian, guna mendapat penjelasan yang  lebih mendalam tentang data sekunder 
b. Jenis Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen resmi atau arsip-





2.4.2. Sumber Data 
a. Sumber data primer 
Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek 
yang diteliti yaitu mengenai Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan 
Investasi di Kabupaten Boyolali. 
b. Sumber data sekunder 
Data yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen 
yang  berkaitan dengan objek penelitian. 
2.5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara 
lisan guna mencapai tujuan tertentu Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang 
mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut 
pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau 
responden. 
     Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara mendalam 
(depth interview) dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin. Alasan 
penggunaan jenis ini adalah dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas 
terpimpin akan dicapai kewajaran secara maksimal, dapat diperoleh data secara 
mendalam dan akan dimungkinkan masih dipenuhinya prinsip batas keabsahan data 
hasil wawancara yang masih berada dalam garis kerangka pertanyaan serta dapat 
diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
Wawancara ini bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi.  
     Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 
sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah 




ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang Model Pelayanan Perizinan Usaha 
Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali. 
b. Observasi 
Agar penelitian lapangan ini membuahkan hasil yang optimal, dipandang penting 
dilakukan observasi langsung terhadap obyek penelitian. Observasi ini bertujuan 
untuk melihat Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi di 
Kabupaten Boyolali, observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini 
ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan 
untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemberian izin usaha. Sehingga hasil 
observasi ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam pengumpulan data 
selanjutnya dan dalam mendalami persoalan Model Pelayanan Perizinan Usaha 
Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali. 
c. Studi pustaka 
Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data 
sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau arsip, buku-buku perpustakaan, artikel 
dan laporan-laporan yang berhubungan dengan Model Pelayanan Perizinan Usaha 
Dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali. 
2.6. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “teknik analisis model interaktif 
(Interaktif Model of Analysis), terdiri dari tiga komponen analisis data, reduksi data, 
pengujian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis secara 
berurutan dan saling susul menyusul” (Sutopo, 2002). 













Bagan 1:  Model Analisis Interaktif 
     Ketiga komponen tersebut di atas, yaitu reduksi data, pengujian data dan penarikan 
kesimpulan sebagai suatu jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 
data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “Analisis”. 
Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan teori J.E. Post, dimana suatu 
implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi berbagai kriteria 
didalamnya. Adapun kriteria tersebut memuat 4 hal pokok yang menjadi perhatian utamanya, 
yaitu : 
a. Target/tujuan apa yang hendak dicapai. 
b. Apa yang dijalankan/usaha-usaha apa yang dijalankan untuk mencapai target. 
c. Instrumen atau sumber data apa yang dilibatkan. 
d. Hambatan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Kerangka Teori 
a. Pengertian Izin 
Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan. Pemerintah bertindak untuk 
melayani masyarakat, melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat administratif, dan tak 









dengan wewenang publik. Dalam menggunakan wewenang publik, pemerintah wajib 
mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan 
wewenang.  
     “Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas, yakni: 
1) Asas Yuridikitas (rechtmatiheid), artinya keputusan pemerintah maupun administratif tidak 
boleh melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad); 
2) Asas legalitas (wetmatigheid), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan 
undang-undang; 
3) Asas Diskresi (discretie, freies ermessen), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak 
mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”. Oleh karena itu, diberi 
kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak 
melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas tersebut di atas. Ada dua macam diskresi, 
yaitu ‘diskresi bebas’ apabila undang-undang hanya memberi batas-batasnya dan ‘diskresi 
terikat’ apabila undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu 
yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat” (Prajudi Atmo Sudirjo, 1983). 
     Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengatur, 
tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan oleh individu, 
kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang jelas sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah 
adalah izin (Sri Pudyatmoko, 2009: 7). 
     Dari beberapa pengertian izin yang dikemukakan oleh para ahli, pengertian izin dapat 
dikemukakan menjadi empat jenis, (Sri Pudyatmoko, 2009) yakni: 
1) Dispensasi atau bebas bersyarat 
Menurut Van der Pot, dispensasi adalah putusan administrasi negara yang membebaskan 




Menurut Kranenburg-Vegting, dispensasi merupakan suatu perbuatan yang mengoreksi 
pekerjaan pembuat peraturan. 
Menurut Prins, dispensasi adalah suatu perbuatan pemerintah (bestuurs) yang meniadakan 
berlakunya suatu peraturan perundang-undangan karena soal yang istimewa. 
Djenal Hoesen Koesoemahadmadja, memberi pengertian sebagai tindakan dalam lapangan 
bestuur, yang menghapuskan daya laku dari suatu peraturan perundang-undangan terhadap 
suatu peristiwa atau hal yang khusus (relaxatio legis),  
Soehardjo menggambarkan bahwa dispensasi lebih memfokuskan pada perbuatan-
perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi didalam keadaan khusus diperbolehkan. Dan 
apabila perlu, pemberiannya dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 
2) Izin atau vergunning 
“Prins menyatakan, perbedaan antara izin dengan dispensasi adalah, izin memuat uraian yang 
limitatif tentang alasan penolakannya. Sedang untuk dispensasi memuat uraian yang limitatif 
tentang hal-hal yang untuk itu dapat diberikan dispensasi” (Marbun dan Mahfudz , 1987).  
“Menurut Soehardjo, istilah izin untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diberikan 
kriteria secara khusus dan karena itu sifatnya umum. Dalam menetapkannya harus dinilai 
secara per kasus. Pemegang izin harus menggunakan izin yang diperolehnya dan terikat pada 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam izin tersebut” (Djenal Hoesen Koesoemahadmadja, 1984) 
3) Lisensi 
Menurut Prins nama lisensi lebih tepat digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan 
dengan leluasa. Sehingga tidak ada gangguan lain termasuk dari pemerintah sendiri. 
Menurut Prajudi Atmo Sudirdjo, lisensi adalah suatu pengertian khas Indonesia, yang di 
negeri Belanda tidak ada. Istilah tersebut berasal dari istilah Hukum Administrasi Amerika 
‘lisence’, yang dalam bahasa Belanda disebut vergunning. Istilah lisensi ini kerap digunakan 




setiap importir memerlukan lisensi dari kantor Pusat Urusan Impor yang bekerjasama dengan 
kantor urusan devisa, yakni Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri untuk dapat 
mengimpor barang atau jasa. Jadi lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat 
komersial serta mendatangkan keuntungan dan laba. Setelah rezim devisa dihapus, istilah dan 
pengertian lisensi makin tak dikenal orang” (Prajudi Atmo Sudirdjo, 1983) 
4) Konsesi 
Adalah apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk 
melakukan sebagian pekerjaan atau tugas yang seharusnya dikerjakan pemerintah.  
Konsesi dalam kamus bahasa mengandung pengertian kelonggaran atau kemudahan setelah 
melewati proses diplomasi atau diskusi. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara 
yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin dan 
lisensi disertai dengan pemberian semacam ‘wewenang pemerintahan’ terbatas kepada 
konsensionaris, dalam hal ini pihak swasta.  
Konsesi tidak mudah diberikan karena mengandung banyak bahaya penyelundupan, 
perusakan bumi dan kekayaan alam negara, bahkan terkadang dapat merugikan masyarakat 
setempat yang bersangkutan. Sehingga pemberiannya diberikan dengan prosedur serta syarat-
syarat yang terperinci kepada pengusaha-pengusaha yang mengajukan permohonannya.  
Konsesi biasanya diberikan pada perusahaan yang mempunyai banyak manfaat bagi 
kesejahteraan hidup masyarakat yang berguna bagi hajat hidup orang banyak. Misalnya 
perusahaan minyak bumi, perusahaan pertambangan, perusahaan kehutanan, perusahaan air 
minum, dan lain sebagainya. Dimana perusahaan itu berperan secara langsung bagi 
kesejahteraan dan keberlangsungan hidup rakyat banyak. 
b. Urgensi Izin 
Keputusan yang dikeluarkan pemerintah seringkali dapat dibedakan menjadi dua, dari sisi 




oleh pemerintah terhadap hal yang bersifat mendesak atau harus segera diambil. Namun, pada 
umumnya, izin diberikan secara tertulis.  
     Izin dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Diawali dengan 
pengajuan permohonan oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan 
tertentu, disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan kemudian diproses dengan 
mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi termasuk kepentingan yang 
ada, sampai kemudian muncul izin. 
     Izin mempunyai arti yang sangat penting bagi pemegangnya dalam melakukan hubungan 
hukum, baik dengan pemerintah maupun pihak lain. Ada beberapa urgensi dari izin, yakni, 
sebagai landasan hukum (legal base), sebagai instrumen penjamin kepastian hukum, sebagai 
instrumen pelindung kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. 
c. Beberapa Permasalahan Dalam Permohonan Dan Proses Penerbitan Izin 
“Betapapun izin, dalam segala hal merupakan sesuatu yang sangat penting, namun, dalam 
pengajuan permohonan izin terkadang proses yang berlangsung mengalami beberapa 
hambatan yang membuat penerbitan izin menjadi lebih lambat dan lama dari yang seharusnya. 
Keadaan ini dapat dipicu oleh berbagai macam hal. Ada beberapa hal yang bisa menjadi 
penghambat proses penerbitan izin dan membuat para pemohon izin menjadi merasa 
dirugikan” (Sri Pudyatmoko, 2009), yakni : 
1) Mengurus Izin memerlukan waktu yang lama 
Dalam mengurus izin, salah satu masalah yang dirasakan oleh beberapa kalangan adalah 
lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin. Hal inilah yang memberi kesan berbelit-
belit dan masalah ini juga dapat membuat permasalahan permohonan izin dikatakan tidak 
business friendly. 
Adanya sistem perizinan bertahap atau sistem perizinan berlapis, tetap akan memperlama 






Bagan 2: Alur Perizinan Berlapis 
     Melalui bagan diatas, dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan suatu izin usaha diperlukan 
izin yang lain. Sebagai contoh, untuk mendapatkan SIUP harus melalui IPPT, IMB dan HO. 
Dimana dalam setiap permohonan terdapat dokumen-dokumen yang sama, dengan sistem 
perizinan berlapis ini akan memakan waktu yang panjang dalam proses pengurusannya. 
Apalagi jika pengurusan masing-masing perizinan tidak jelas batasannya (Sri Pudyatmoko, 
2009). 
2) Kepastian proses perizinan 
Kepastian proses disini menyangkut mengenai kelengkapan dokumen. Dokumen yang 
diserahkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan yang ada karena telah melengkapi 
syarat-syarat administrasinya, namun tidak dapat langsung diproses karena memerlukan 
rekomendasi dari instansi-instansi teknis. 
Hal semacam ini harus jelas antara pemohon dan instansi terkait. Agar tidak ada kesalah 
pahaman yang akhirnya menghambat kelancaran proses perizinan tersebut. 
3) Aparatur perizinan dan instansi terkait 
Aparatur pemerintah juga bisa menjadi faktor penyebab persoalan dalam penanganan 




ditentukan sekian hari. Aparatur yang berwenang telah berusaha  untuk memenuhi target yang 
telah ditetapkan. 
4) Benturan peraturan 
Adanya benturan antara peraturan dari pusat dengan aturan dari daerah. Sebagai contoh di 
Papua, beberapa tahun lalu ketika UU No 22 tahun 1999 masih berlaku. Undang-undang 
tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan perizinan hak 
pengusahaan hutan dan izin penebangan kayu. Hal senada juga diatur dalam UU nomor 21 
tahin 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sedangkan pemerintah pusat 
mengeluarkan peraturan tentang larangan penerbitan izin penebangan kayu oleh pemerintah 
daerah melalui surat edaran departemen kehutanan nomor 406/Menhut/VI/2003 tanggal 4 
agustus 2003. Dengan dasar legitimasi UU No, 22 tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001, 
kepala daerah di Papua dapat mengeluarkan berbagai perizinan yang bertentangan dengan 
kebijakan departemen kehutanan tersebut. Dan hal ini berpotensi menimbulkan kolusi antara 
pengusaha kayu dengan pejabat lokal karena adanya sentralisasi kewenangan di tangan 
pemerintah daerah (Nurdjana, 2005). 
Dengan adanya hal yang demikian tersebut, maka perlu adanya keserasian antara peraturan 
yang dikeluarkan dari pusat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh daerah agar tidak terjadi 
benturan peraturan dan tidak membingungkan pihak pemohon serta tidak merugikan 
masyarakat dan kelestarian lingkungan.  
3.2. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Mengenai 
Pelayanan Publik, Khususnya Dalam Hal Tatacara Perolehan Izin 
Dari hasil penelitian yang telah di lakukan, bahwa dasar dari adanya kebijakan perizinan di 
Kabupaten Boyolali adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah; 




3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali; 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan 
Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Di Kabupaten Boyolali; 
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan 
Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Di Kabupaten Boyolali.  
     Implementasi dari aturan hukum yang ada di Kabupaten Boyolalli dilaksanakan dengan 
membentuk suatu Badan yang menangani masalah pelayanan perizinan. Badan yang 
melaksanakan perizinan di Kabupaten Boyolali selanjutnya akan disebut dengan Badan 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), memiliki beberapa jenis 
pelayanan perizinan sesuai dengan bidangnya, antara lain: 
a. Bidang pelayanan penanaman modal 
Meliputi : 
a) Pendaftaran penanaman modal (modal dibawah 10 M) 
b) Izin prinsip penanaman modal (modal dibawah 10 M) 
c) Izin usaha tetap penanaman modal (modal dibawah 10 M) 
b. Bidang pelayanan perizinan investasi 
Meliputi : 
a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
c) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 
d) Tanda Daftar Gudang (TDG) 




f) Izin Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras (Rice Mill Unit /RMU) 
g) Izin Usaha Warung Internet dan Game Net 
h) Rumah Sakit Umum Type C,D 
i) Rumah Sakit Khusus Type C 
j) Klinik Pratama 
k) Klinik Utama 
l) Tanda Daftar Industri 
m) Izin Usaha Peternakan 
n) Izin Perluasan Usaha Peternakan 
o) Tanda Daftar Peternakan Rakyat 
p) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan 
Rekreasi 
q) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pengolahan Daya Tarik Wisata 
r) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi 
s) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman 
t) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta 
u) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Wisata 
v) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan dan Pameran 
w) Izin Gangguan 
x) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Usaha, Tower dan Campuran/Ganda 
c. Bidang pelayanan non investasi 
Meliputi : 
a) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 
b) Izin Prinsip 
c) Izin Lokasi 
d) Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/GI) 
e) Izin kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operatur 





g) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata 
h) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata 
i) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Konsultasi Pariwisata 
j) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Informasi Pariwisata 
k) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramu Wisata  
l) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Spa 
m) Izin Mendirikan Banguan (IMB) Untuk Hunian, Sosial Budaya, Keagamaan dan 
Khusus 
n) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Dalam Satu Wilayah Daerah 
o) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Dalam Wilayah Daerah 
p) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Dalam Wilayah Daerah 
q) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 
r) Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Dalam Wilayah Daerah 
s) Izin Pemakaian Air Tanah Cekungan Air Tanah Dalam Wilayah Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR) 
t) Izin Pemakaian Air Tanah Cekungan Air Tanah Dalam Wilayah Daerah 
u) Izin Pemanfaatan Air Permukaan Dalam Wilayah Daerah 
     Mekanisme pentahapan pelayanan perizinan melalui 6 (enam) loket, setiap loket 
membidangi tugas dan fungsinya masing-masing. Terdiri dari: 
1. Loket pendaftaran, informasi dan pengaduan 
Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Pengambilan Nomor Antrian 
2) Pengambilan Blanko Permohonan 
3) Pelayanan Informasi 
4) Penerimaan Berkas 
5) Penelitian/Verifikasi Berkas 
6) Registrasi Berkas 




8) Pelayanan Pengaduan 
2. Loket pelayanan penanaman modal 
Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut 
1) Pemilahan Jumlah Modal Perusahaan 
2) Input SPIPISE (Sistem Pelayanan Informaasi dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik) bagi perusahaan dengan modal diatas Rp. 500.000.000,00 dan dibawah 
Rp. 10.000.000.000,00 
3) Permohonan perizinan dengan modal dibawah Rp. 500.000.000,00 berkas 
diteruskan ke loket yang membidangi 
4) Cetak output SPIPISE 
5) Penelitian/Verifikasi output SPIPISE 
6) Paraf Kasubbid Pengendalian Penanaman Modal dan Kabid Penanaman Modal 
yang menyatakan output SPIPISE benar 
7) Pengajuan output SPIPISE kepada Kepala Badan melalui Sekretaris untuk 
disahkan/ditandatangi  
8) Penyerahan outout SPIPISE ke loket pengeluaran izin. 
3. Loket pelayanan perizinan investasi 
Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Perizinan investasi yang tidak memerlukan cek lokasi didistribusikan ke meja 
petugas yang membidangi untuk diproses lebih lanjut 
2) Perizinan investasi yang memerlukan cek lokasi didistribusikan kepada petugas 
yang mebidangi untuk: 
a. Menetapkan jadwal cek lokasi 
b. Mengundang tim teknis perizinan investasi 
c. Menginformasikan kepada pemohon untuk menunggu di lokasi sesuai jadwal 
d. Menyiapkan kelengkapan cek lokasi 
e. Mengumpulkan hasil kegiatan tim dan menyusun berita acara cek lokasi 
3) Kegiatan cek lokasi 




5) Penelitian dan penandatangan perizinan investasi 
6) Izin yang sudah ditandatangani di registrasi ke buku induk dan diserahkan ke loket 
pengeluaran/pengambilan izin 
4. Loket pelayanan non investasi 
Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Perizinan non investasi yang tidak memerlukan cek lokasi didistribusikan ke 
petugas yang membidangi untuk diproses lebih lanjut 
2) Perizinan non investasi yang memerlukan cek lokasi didistribusikan kepada 
petugas yang membidangi untuk: 
a. Mengundang tim teknis perizinan non investas 
b. Menginformasikan kepada pemohon untuk menunggu di lokasi sesuai jadwal 
c. Menyiapkan kelengkapan cek lokasi 
d. Mengumpulkan hasil kegiatan tim dan menyusun berita acara cek lokasi. 
3) Kegiatan cek lokasi 
4) Pencetakan perizinan non investasi 
5) Penelitian dan penandatanganan perizinan non investasi 
5. Loket pembayaran 
Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Pemohon membawa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ke kasir untuk 
melakukan pembayaran 
2) Kasir menyalin besaran biaya pada kwitansi 
3) Kasir menerima pembayaran dengan membubuhkan cap/stempel tanda lunas serta 
tandatangan pada kwitansi 
4) Kwitansi diserahkan kepada pemohon sebagai tanda bukti pelunasan dandi bawa 
pemohon untuk pengambilan izin 
5) Kasir mengisi slip setoran dan melaksanakan penyetoran retribusi ke kas daerah 
dalam waktu paling lambat 1x 24 jam 
6. Loket pengeluaran/pengambilan izin 




1) Izin yang sudah ditandatangani di registrasi ke buku induk masing-masing jenis 
perizinan 
2) Pemohon menyerahkan kwitansi untuk mengambil izin 
3) Izin dan kwitansi diserahkan kepada pemohon 
4) Pengarsipan dan pelaporan tiap akhir bulan terhadap semua jenis perizinan yang 
dikeluarkan 
     Standar waktu penyelesaian perizinan: 
 Perizinan yang memerlukan cek lokasi maksimal 10 hari kerja terhitung sejak 
permohonan masuk dan dinyatakan lengkap, dengan perhitungan: 
 Pelaksanaan cek lokasi selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak berkas permohonan 
masuk loket dan dinyatakan lengkap 
 Pengkajian cek lokasi selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak cek lokasi 
 Penerbitan izin selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak pengkajian hasil cek lokasi  
 Perizinan yang tidak memerlukan cek lokasi paling lama 3 hari kerja sejak permohonan 
masuk loket dan dinyatakan lengkap. 
3.3. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Daerah Kabupaten Boyolali 
Standar pelayanan publik menurut Ridwan dan Sudrajat adalah ukuran yang diberlakukan 
dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima 
pelayanan. Adapun standar pelayanan meliputi:  
1. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk 
pengaduan. 
2. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 
penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan 




Biaya atau tariff pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian 
pelayanan 
4. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
5. Sarana dan prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 
pelayanan publik 
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan 
pengetahuan, keahlian,ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 
     Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali berusaha melaksanakan pelayanan yang efektif dan 
efisien dengan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu satu atap (one stop service 
system). penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu BPMP2T). Pola pelayanan terpadu satu atap ini ditujukan untuk 
memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Masyarakat cukup datang ke satu tempat 
untuk mendapatkan layanan, dan tidak perlu mendatangi ke dinas/instansi pemberi izin yang 
lokasinya tersebar,cukup dengan mendatangi BPMP2T saja, maka perizinan akan dapat di 
proses.  
Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh BPMP2T Daerah Kabupaten Boyolali saat ini 
telah mengalami perkembangan,dimana proses pelayanan perizinan dapat dilaksanakan secara 
Online melalui website resmi BPMP2T. dalam website BPMP2T terdapat informasi mengenai 
potensi investasi, prosedur pelayanan perizinan, persyaratan-peryaratan yang harus dipenuhi 
pemohon izin, standar waktu penyelesaian proses pelayanan perizianan dan pemohon izin 
maupun masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aduan melalui website resmi BPMP2T 
Daerah Kabupaten Boyolali. 
3.4. Peranan Model Pelayanan Perizinan Usaha Yang Berlaku Saat Ini Dalam 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka menurut analisis penulis, 
kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan (BPMP2T) Kabupaten Boyolali  bertujuan ingin memberikan 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali dari efek investasi  yang didirikan di wilayah 
Kabupaten Boyolali. Pengaturan yang di tuangkan di dalam peraturan daerah mengenai 
pelaksanaan perizinan berlaku terhadap subyek dan obyek yang terkait dan disebutkan di 
dalam peraturan daerah tersebut 
Model pelayanan perizinan satu atap dirasa mampu menarik minat investor selaku pemberi 
modal untuk berinvestasi. Hal ini didukung dengan dikembangkannya pelaksanaan pelayanan 
secara online oleh BPMP2T selaku pelaksana pelayanan perizinan. Dengan kemudahan-
kemudahan yang diberikan, maka investasi yang masuk ke daerah Kabupaten Boyolali pun 
semakin meningkat. Hal ini dapat dillihat dari perkembangan investasi di kabupaten Boyolali 
hingga akhir triwulan III tahun 2016 mencapai Rp 7,92 triliun (BPMP2T, 2016). Menurut E.L. 
Rusdijanti, Kepala BPMP2T Boyolali melalui Kepala Bidang Penanaman Modal, Eko 
Nugroho, mengatakan bahwa nilai investasi tersebut diatas merupakan kumulatif selama 
sepuluh tahun terakhir baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman 
modal asing (PMA). Dari nilai tersebut PMDN masih mendominasi dengan nilai mencapai Rp 
5,399 triliun dengan jumlah investor mencapai 6.922 perusahaan. Sedangkan PMA mencapai 
Rp 1,693 triliun dari 10 perusahaan asing yang masuk ke Boyolali. 
Investasi di Boyolali mampu berkembang pesat karena Pemerintah Kabupaten memberikan 
pelayanan satu atap dengan didukung oleh pelayanan dan inovasi kemudahan yang diberikan 
oleh BPMP2T seperti, aplikasi SMSgate, perizinan online, pembuatan peta potensi investasi 
Boyolali, anjungan informasi, serta e-document (Eko Nugroho).  
3.5. Model Pelayanan Perizinan Usaha Yang Dapat Digunakan Untuk Menunjang 
Peningkatan Investasi 
Pemberian pelayanan perizinan atas gangguan, kerugian maupun bahaya yang akan timbul 




dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pemberian kebijakan pemerintah, dalam rangka 
usaha terhadap pengendalian kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap 
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha 
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan tata ruang dan 
lingkungan sekitar tempat usaha. Realisasi dari usaha pelestarian lingkungan hidup oleh 
pemerintah daerah, merupakan amanat dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan 
bahwa :“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
wajib memiliki amdal”.  
Ketentuan tersebut sesuai dengan fungsi perizinan yaitu membina, mengarahkan, 
mengawasi dan menerbitkan serta pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada 
kenyataannya, dengan adanya kemudahan dalam perizinan tidak jarang banyak pengusaha dan 
juga oknum pemerintah yang melupakan tujuan utamanya untuk memberikan kesejahteraan 
kepada masyarakat. Justru dengan kemudahan berinvestasi akan menjadi masalah baru yang 
berupa perusakan dan pencemaran lingkungan. Kenyataan lain yang sering di hadapi dalam 
proses perizinan yaitu pengendalian dampak kegiatan usaha seringkali diubah menjadi 
persyaratan administrasi untuk formalitas kegiatan usaha dan sebagai sumber bagi Pemerintah 
Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memfokuskan Model 
perizinan yang mudah, murah, cepat dan efisien tanpa mengesampingkan kelestarian 
lingkungan dan benar-benar fokus pada persyaratan administrasi lingkungan agar sedapat 
mungkin didasarkan pada dampak-dampak yang dapat diukur dan standar-standar yang 
obyektif. Sehingga baik masyarakat maupun perusahaaan mengetahui ruang lingkup 
pemeriksaan perizinan usaha dan gangguan pada kelestarian lingkungan dapat dihindari atau 





Kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah mengkaji mengenai model pelayanan perizinan 
yang telah terlaksana di Kabupaten Boyolali, yakni bahwa model pelayanan terpadu satu atap 
telah berperan dalam peningkatan investasi. Namun, walaupun model pelayanan perizinan 
terpadu satu atap telah dapat mendukung peningkatan investasi, tetapi perlindungan terhadap 
lingkungan menjasi tidak terlalu di perhatikan. 
Oleh karena itulah penulis menyarankan agar pelayanan perizinan dilakukan tanpa 
mengesampingkan pelestarian lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, model pelayanan 
terpadu satu pintu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan akan dapat membantu 
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